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PENDAHULUAN

dineH @

A.ILa‘%r Belakang Masalah
; ; Indonesia sebagai Negara berkembang membutuhkan dana yang sangat besar
r;z'!_mta( membiayai keperluan Negara. Untuk mengatasi kebutuhan dana tersebut, Negara
L%peﬂz! mengoptimalkan semua sumber daya yang dimilikinya. Sumber utama
g.peng:_rimaan Negara saat ini adalah dari sektor perpajakan. Masyarakat yang hidup
fidaléfn suatu Negara pasti akan berurusan dengan pajak. Karena membayar pajak
éme%pakan suatu bentuk tanggung jawab warga Negara dalam menjalankan kehidupan

beréegaranya. Pemerintah selaku fiskus pajak berharap agar wajib pajak membayar

pajé;k tepat waktu sehingga pajak dapat ditagih secara semestinya. Tetapi pada
g,

keniataanya, masih terdapat banyak tunggakan pajak akibat adanya hutang pajak yang
=

bel@m dilunasi.
2

Tanah dan bangunan merupakan barang komoditi atau merupakan barang
ek%nomi yang berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan bangsa, Negara, dan
pe&luduknya. Negara sebagai organisasi yang mengatur dan memerintah rakyat serta
ke&dupan bernegara demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya

beg_ewajiban untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagai barang
7]

ekauomi maupun tempat tinggal. Untuk itu sudah sejak zaman kerajaan sampai dengan

beigirinya Negara, pendayagunaan tanah ini diatur oleh para penguasa atau Negara.
=y

o
Pesingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini tidak lain

kapgna warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari

)|

Q . ..
be*oa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan

IM
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untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan

a dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk
X

ket@ksediannya hanya pemerintahlah yang harus bertanggungjawab  untuk
0

-1 _ ) .
mem@ienuhinya. Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum
3

iairu?ya memerlukan biaya yang dipungut dari warga Negara atau masyarakat yang
1o_’j*é}nelzanfaatkan dalam bentuk pajak.

; % Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan Negara
Lé/ang dikenakan bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau
élbangunan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. PBB termasuk jenis pajak
c

gyang pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun hasilnya diperuntukan
<@ 3

bagg pemerintah daerah. Pengelolaan yang terpusat dmaksudkan sebagai upaya untuk
me%eratakan hasil penerimaan PBB yang berasal dari objek yang letaknya di luar
wiI%ah yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Koé’ribusi PBB terhadap kelangsungan pembangunan yang cukup besar tetapi dianggap
tida{g cukup untuk menopang pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena adanya

pembagian pendapatan dengan pemerintah pusat yang artinya tidak seluruhnya

pe;a’iapatan yang diterima oleh daerah masuk ke dalam kas daerah.

mn

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan salah satu organisasi publik
yagj bertugas melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan di wilayah kerjanya.
Se@p Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang didirikan memiliki wilayah kerjanya
maing-masing yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP
méﬂpakan unit kerja dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang memiliki tugas
unEk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan.

Efektivitas layanan publik yang diselenggarakan pemerintah mendapat

) e

peg.atian dari berbagai pihak seperti dari kalangan akademisi mauun praktisi sektor

2
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publik demi menilai akuntabilitas sektor publik. Efektivitas pada dasarnya berhubungan

de@n pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

- 3

? _g Menyadari pentingnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah,

§D Ima% penerimaan PBB disetiap KPP Pratama perlu ditingkatkan. Namun pada

> o =

:%_ 1gkergataanya, setiap orang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan

é ;égtda%/a tunggakan pajak sebagai akibat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban

g gpergajakan sesuai peraturan. Atas adanya penagihan tunggakan PBB ini, KPP Pratama

g - g

é ;:Iersébut harus menyediakan lebih banyak waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

%% ?‘,— Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih

5 éjaulg:_:htentang PBB terutama mengenai sejauh mana efektifitas pelaksanaan pemungutan
PB§. Maka penulis mengambil judul tentang : “ ANALISIS EFEKTIVITAS
PE;AGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA

)%IM

TOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN)”.

uel

D

. ldemtifikasi masalah

Berdasarkan latar  belakang penelitian di atas, maka penulis

meggidentifikasikan masalah sebagai berikut:
(= )

(= ]

1. goa penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan?

=
2. gagaimana tingkat efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor

)
Belayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2007 sampai tahun 2010?
S5

=y
3. gagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
g.antor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat

imbauan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
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4. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada

@ntor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat

gagihan Pajak dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

5. %galmana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
% I%antor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat
% "Eaguran dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?
gé E;;?galmana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
ié I%;mtor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat
g I%aksa dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

c
;%7 §aga|mana cara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran untuk mengatasi

Jul

nggakan atau sulitnya menjalankan penagihan terhadap Pajak Bumi dan

wgo

ngunan?

eﬁ:e

©o
(319 Uy AP

gaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

elalui program Jemput Bola dari tahun 2007 sampai tahun 2010?

p ueywniuedsusw eduey 1ul sijny eAuey ynanjas neje ueibeqes dinbusw Buedeyq |

C. Batasan Masalah

z Menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka untuk

w ue

[ ]
da@gt lebih mengarahkan penelitian ini ditetapkan batasan masalah yaitu:

[EEN

:1aquins ueingaiua

.g_agaimana tingkat efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor
7]

aelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun 2007 sampai tahun 2010?

2. c%agaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
q
%antor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat

=
Ffimbauan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

91D uen M) e



"OyYIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAsey ynan)as neje ueibegas yeAuequiadwaw uep ueywnwnbusw bueseyq 'z

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

SSINISNY 40 TOOHDS
HID NV M

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

&

:1aquins uexingakusw uep uexuwnuedsuaw eduey 1ul siny eAIeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq |

?U e

3.

.|>

pun-buepun !6unggin!o eydi) yeH

oBa

Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
@ntor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat

X
Fagihan Pajak dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

0

%galmana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
3

Is'?antor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat
@

Feguran dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

(9]

E;i?galmana tingkat efektivitas penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan pada
I?,antor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat
@

Igaksa dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ?

Q.

)

=

tasan Penelitian

o

2 Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan batasan penelitian agar tujuan
*’

penﬁlls dapat tercapai sesuai sasaran. Hal ini dikarenakan penulis mengalami

IM

ket@batasan dalam beberapa hal dan terlalu luasnya permasalahan pajak. Batasan
2

pen%]itian yang akan dibahas adalah:
(L)

1.

Penulis melakukan penelitian terhadap efektivitas penagihan atas manfaat yang

§dipero|eh Wajib Pajak dari suatu tanah atau bangunan dari tahun pajak 2007 sampai
(= o

£2010

-

.ﬁ'Objek Penelitian yang digunakan penulis adalah proses penagihan yang dilakukan

aoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran.

.=Untuk penagihan tunggakan PBB menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat

10}

BTeguran, dan Surat Paksa , data yang digunakan tidak menggunakan satuan Rupiah

Q
;fnelainkan menggunakan jumlah Surat yang diterbitkan dan yang dibayar.
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E. Rumusan Masalah

@ Berdasarkan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan
maﬁlah menjadi:

A@akah penagihan PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Ke rg ayoran sudah efektif, dan bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB
r =

menggunakan Surat Himbauan, Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat paksa
S =
g' adg Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran untuk tahun pajak 2007
Sanpai 2010 2”
Jujgan P

T jga enelitian

2. W

oTujdan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

2Tujg liti di lis antara |
«Q —

1 7]

gC.L ;ﬂ\/lengetahw tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan
S =
“ ?ajak Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2007-2010.

g
2. 2Mengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan

ajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Himbauan dari

MH eyl

e !

ahun 2007 sampai tahun 2010.

w
(a£) u

engetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak dari

=tahun 2007 sampai tahun 2010.

\
(= )

S

.EMengetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan

W
g’Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Teguran dari tahun

:19quins ueIngakusw uep uexuwinjuesuaw eduey 1ul siny BAIRY Yynin|as nee uegﬁeqas dinnbusw buede)q ‘|

"'2007 sampai tahun 2010.

engetahui tingkat efektivitas penagihan tunggakan PBB pada Kantor Pelayanan

O;Ié uep

Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan menggunakan Surat Paksa dari tahun

wi

007 sampai tahun 2010.
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G. Manfaat Penelitian
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@agi Pemerintah (fiskus).

X
Menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam meningkatkan kesadaran Wajib
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enambah informasi dalam menangani penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di

% ISIQI

asing-masing daerah untuk menunjang efektifitas dalam pengelolaan PBB.

agi Wajib Pajak

asil penelitian diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak dalam memberikan
ambaran yang cukup objektif mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan.
ehingga para Wajib pajak dapat mempunyai kesadaran sebagai Wajib Pajak.

agi Penulis

woyul

asil penelitian yang diadakan diharapkan dapat bermanfaat untuk manambah
Swawasan bagi penulis dalam melihat perkembangan yang ada dalam perpajakan

indonesia khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

D UEI! YN eye

. Eéagi peneliti lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.
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